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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan sebagaimana telah

diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses perhitungan dan pemenuhan kewajiban Pajak yang dilakukan wajib
pajak pada usaha jasa konstruksi, khususnya di CV.Pelita Mas Mandiri
adalah perusahaan ini sejak awal berdirinya perusahaan dan mendapatkan
NPWP dari Direktorat Jendral Pajak, perusahaan ini selalu membayar
pajak tersebut dengan cara melakukan pelaporan dan penyetoran pajak
per-proyek yang telah ditandatangani kontraknya. Mengingat perusahaan
ini telah memiliki kualifikasi usaha, maka pembayaran pajak penghasilan
yang harus dibayarkan sebesar 4%. Untuk melakukan pemenuhan
kewajiban sebagai wajib pajak CV.Pelita Mas Mandiri melakukan
pembayaran pajak setelah Rencana Anggaran Bangunan (RAB) tersebut
disetujui dan bagiafegal telah membuatkan kontrak yang disetujui oleh
kedua belah pihak. Setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak,
bagianlegal perusahaan membuat perincian RAB dan dilaporkan kepada
Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta Barat. Setelah jumlah pajak yang
harus dibayar telah disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta

Barat (keluarnya SPT dari Kantor Pelayanan Pajak), maka Jumlah Pajak
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yang harus dibayar disetorkan ke Kantor Pos terdekat untuk melakukan
pembayaran secacoaline.

. Problem atau kendala yang dihadapi oleh CV.Pelita Mas Mandiri dalam
perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak pada usaha jasa konstruksi
adalah pada CV. Pelita Mas Mandiri terdapat beberapa faktor penghambat
dalam pembayaran pajak. Faktor penghambat tersebut tidak hanya dari
faktor eksternal perusahaan, tetapi juga dari faktor internal perusahaan ini
sendiri. Faktor Eksternal atau faktor penghambat yang didapat dari luar
perusahaan, berupa hambatan dari Kantor Pelayanan Pajak, yakni setelah
penandatangan kontrak antara pihak perusahaan dengancpshaker,

bagian legal perusahaan akan langsung mempersiapkan RAB yang akan
dilaporkan pada KPP, tetapi sampainya di KPP, proses dalam penentuan
besaran pajak sering berbelit dan memakan proses dan waktu yang lama.
Faktor yang lain adalah dari paestumer yakni pembebanan biaya pajak
pada awal kontrak dibebankan kepadatumer, akan tetapi kebanyakan
costumer akan menawar dengan menghilangkan beban pajak atau
menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan untuk membayar semua
pajak yang harus dibayar. Tidak hanya sampai disitu, apabila memang
perusahaan harus membayar beban pajak, biasanya akan diambilkan dari
DP @©own Payment) yang diserahkan oleh pareostumer kepada
perusahaan pada saat penandatangan kontrak, tetapi terkadang para
costumer perusahaan menunda pembayaran DP kepada perusahaan

sehingga perusahaan terpaksa harus mengeluarkan uang terlebih dulu
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untuk membayar pajak tersebut. Faktor internal yang menghambat
pembayaran pajak dari perusahaan ini biasanya adalah pada masalah
keuangan. Karena proyek yang berjalan tidak hanya satu, tidak jarang
apabila perusahaan harus menanggung beban pajak yang dibayarkan
terlebih dahulu, perusahaan bisa mengalami defisit keuangan, sehingga
perusahaan menunda untuk melakukan pembayaran. Selain itu besarnya
pajak yang harus dibayar terkadang memberatkan perusahaan untuk
membayar pajak terbebankan pada perusahaan.
B. Saran

1. Proses perhitungan dan pemenuhan kewajiban Pajak yang dilakukan wajib
pajak pada usaha jasa konstruksi, khususnya di CV.Pelita Mas Mandiri
seharusnya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, karena apabila perusahaan membayar pajak, perusahaan akan
memperoleh banyak keuntungan. Perusahaan memang terkadang harus
mengeluarkan sejumlah uang dengan menyisihkan sejumlah keuntungan
yang seharusnya didapat, tetapi apabila perusahaan taat membayar pajak
maka perusahaan akan memperoleh keuntungan untuk kedepannya, antara
lain, perusahaan dapat masuk ke kumpulan perusahaan-perusahaan yang
bergerak dibidang jasa konstruksi, selain itu perusahaan juga bebas dari
audit yang dilakukan oleh kantor pajak, karena audit yang dilakukan oleh
kantor pajak terkadang sangat memberatkan pihak perusahaan.

2. Problem atau kendala yang dihadapi oleh CV.Pelita Mas Mandiri dalam

perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak kepada wajib pajak pada
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usaha jasa konstruksi yang paling besar adalah tentang bagaimana
pengaturan dalam pembayaran pajak yang harus dibayarkan kepada kantor
pelayanan pajak, oleh karena itu perusahaan harus bisa melakukan
negosiasi dengan pareostumer agar pajak bisa dibebankan kepada
costumer sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan
pengeluaran. Apabila pajak tidak bisa dibebankan padamer maka
perusahaan harus bisa melakukan penambahan biaya pengerjaan atau
penambahan keuntungan dalam pengerjaan proyek agar perusahaan tidak
mengalami defisit keuangan, karena pajak yang harus dibayarkan cukup

besar.
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